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Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan 
Non Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna 
Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 
89 Tahun 2018. 
Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang bahwa adanya sebuah 
Peraturan Walikota yang belum terlaksana dengan baik, yaitu Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan 
Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dalam hal ini pelaksanaan 
penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan pos pelayanan kesehatan terpadu 
Masjid Paripurna di Kecamatan Binawdiya. Permasalahan pada penelitian ini 
adalah: Bagaimana Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non 
Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan 
Binawidiya  Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 
dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non 
Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan 
Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan cara 
langsung survei kelapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan kajian 
pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian dalam 
populasi dan sampel dengan metode purposive sampling. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa 
pelaksanaan penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan pos pelayanan 
kesehatan Terpadu Masjid Paripurna di Kecamatan Binawidiya berdasarkan 
Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018, maka berdasarkan 
wawancara dan observasi pelaksanaan peraturan ini belum berjalan dengan baik, 
pos belum terbentuk serta tenaga kesehatan dan non kesehatan tidak tersedia. Dan 
hambatan pelaksanaan peraturan ini adalah kurangnya sosialisasi, terbatasnya 
penyelenggaraan anggaran, tidak mampu meyediakan sarana dan prasarana, dan 





KATA PENGANTAR .......................................................................................i 
ABSTRAK .........................................................................................................iv 
DAFTAR ISI ......................................................................................................v 
DAFTAR TABEL..............................................................................................viii 
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................1 
A. Latar Belakang ................................................................................1 
B. Batasan Masalah .............................................................................6 
C. Rumusan Masalah ...........................................................................6 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................6 
E. Metode Penelitian ...........................................................................8 
F. Sistematika Penulisan .....................................................................13 
BAB II TINJAUAN UMUM  ...........................................................................15 
A. Sejarah Kecamatan Tampan ...........................................................15 
B. Landasan Terbentuknya Kecamatan Tampan .................................19 
C. Visi dan Misi Kecamatan Tampan ..................................................19 
D. Kondisi Geografis Kecamatan Tampan ..........................................20 
E. Jumlah Pegawai ..............................................................................24 
F. Jumlah Penduduk ............................................................................25 
G. Kondisi Pendidikan .........................................................................26 
H. Kondisi Agama ...............................................................................28 




BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....................................................................31 
A. Pengertian Masjid Paripurna  ..........................................................31 
B. Maksud dan Tujuan Masjid Paripurna  ...........................................32 
C. Azaz dan Visi Misi Masjid Paripurna .............................................33 
D. Peran dan Fungsi Masjid Paripurna  ...............................................34 
E. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang 
Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna 
Kota Pekanbaru ...............................................................................35 
F. Definsi Pelaksanaan ........................................................................36 
G. Teori Pemerintahan Daerah ............................................................37 
H. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah ............................39 
I. Kesehatan Masyarakat ....................................................................41 
BAB IV PELAKSANAAN PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN DAN 
NON KESEHATAN POS PELAYANAN KESEHATAN 
TERPADU DI MASJID PARIPURNA KECAMATAN 
BINAWIDIYA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA 
PEKANBARU NOMOR 89 TAHUN 2018 .....................................44 
A. Pelaksanaan penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos 
Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan 
Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 
Tahun 2018 .......................................................................................44 
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan 
Non Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid 
vii 
 
Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 ...................................................58 
BAB V PENUTUP  ............................................................................................76 
A. Kesimpulan ....................................................................................76 
B. Saran ..............................................................................................77 
 


























Tabel I.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Tampan Dirinci Menurut Kelompok 
Jenis Kelamin Tahun 2020 ........................................................25 
Tabel I.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Dirinci Menurut 
Kelompok Jenis Kelamin 2018 .................................................26 
Tabel I.3 Jumlah Murid Sekolah Umum Menurut Kelurahan dan Tingkat 
Pendidikan Di Kecamatan Tampan, 2017 .................................27 
Tabel I.4 Jumlah Murid Sekolah Umum Menurut Kelurahan dan Tingkat 
Pendidikan Di Kecamatan Tampan, 2017 .................................28 
Tabel II.1 Jumlah Daftar Masjid Paripurna Kecamatan Tampan sebelum 
pemekaran, 2020 .......................................................................48 
Tabel II.2 Jumlah Daftar Masjid Paripurna Kecamatan Binawdidya setelah 












A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan Negara hukum. Segala sesuatu diatur dengan 
hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut 
hukum di Negara Indonesia mempunyai arti bahwa hukum di atas segala-
galanya, hukum sebagai panglima.
1
 
Selain itu Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang 
berbentuk Republik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dalam 
Pasal 18 ayat (1) disebutkan pula bahwa, “Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi 
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu 
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.
2
 
Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya negara 
kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang 
dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.
3
 
Kemudian di dalam pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan pemerintah daerah berhak 
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menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 
dan tugas pembantuan. Dengan diembannya tugas Negara dalam 
menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut maka pembentukan berbagai 
peraturan di Negara Republik Indonesia menjadi sangat penting, oleh karena 
campur tangan Negara dalam mengurusi kesejahteraan rakyat dalam bidang 
hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan 
dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-
peraturan Negara.
4
 Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonomi sendiri 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu 
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5
 
Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah, telah mengartikan desentralisasi adalah penyerahan 
wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk 




Penguatan fungsi dan penyelenggaraan pemerintah daerah menurut 
otonomi dan tugas pembantuan diarahkan dan dilakukan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
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pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi 




Sehubungan dengan itu pemerintah daerah juga memiliki wewenang 
untuk membentuk suatu aturan hukum yang berkaitan dengan kesehatan 
masyarakat. Karena kesehatan masyarakat merupakan pilar pembangunan 
suatu bangsa. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu 
pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segala-
galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna.
8
 
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tercantum jelas cita-cita 
bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. 
Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan abadi serta keadilan sosial.  
Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upayah 
pembangunan yang menyeluruh, terarah, terpadu, termasuk pembangunan 
bidang kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bagi setiap orang 
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untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Sebagaimana yang telah 
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Pasal 28 H menyebutkan Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 
Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, 
baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap 
orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tujuan kesehatan 
masyarakat adalah agar setiap individu dalam masyarakat dapat mencapai 
derajat kesehatan yang optimal (jasmani, rohani dan sosial) dan diharapkan 
berumur panjang dan lebih produktif.
9
 
Kesehatan masyarakat juga harus diwujudkan dalam bentuk pemberian 
berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui 
penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau 
oleh masyarakat. Faktor yang mempengaruhi masyarakat memanfaatkan 
pelayanan kesehatan tergantung pada pengetahuan apa yang ditawarkan dalam 
pelayanan, bagaimana, kapan, oleh siapa dan dengan biaya berapa pelayanan 
kesehatan dapat diperoleh.
10
 Dalam mewujudkan pelayanan kesehatan 
masyarakat pemerintah kota Pekanbaru membentuk Peraturan Walikota 
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Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan 
Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. 
Program pos kesehatan terpadu di Masjid Paripurna ini merupakan 
terobosan dan inovasi yang dilakukan Pemko Pekanbaru dalam bidang 
percepatan pelayanan kesehatan. Sehingga masjid tidak hanya sekedar 
menjadi tempat ritual ibadah saja. Tapi juga bisa menjadi tempat pelayanan 
kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan perekonomian. 
Kendati demikian, meskipun peraturan Pemerintah Walikota 
Pekanbaru telah ditetapkan, namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik. 
Hal ini sebagaimana belum terlaksananya Pasal 13 Ayat (1) Peraturan 
Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Masjid 
Paripurna harus memiliki sumber daya manusia di Pos Pelayanan Kesehatan 
yang terdiri atas Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Non Kesehatan.  
Dari hasil pengamatan penulis, Masjid Paripurna yang terdapat di 
kecamatan binawidiya belum terdapat tenaga kesehatan dan non kesehatan 
pada pos pelayanan kesehatan seperti yang tertuang dalam perwako tersebut. 
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN 
PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN POS 
PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DI MASJID PARIPURNA 
KECAMATAN BINAWIDIYA BERDASARKAN PERATURAN 





B. Batasan Masalah 
Untuk lebih terarahnya dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan 
mengambil batasan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini di fokuskan pada 
bagaimana Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan 
Pos Pelayanan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya dan faktor 
apa saja yang menjadi Penghambat Pelaksanaan Penyediaan Tenaga 
Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu di Masjid Paripurna 
Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 
Tahun 2018. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non 
Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna 
Kecamatan Binawidiya  Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru 
Nomor 89 Tahun 2018? 
2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan 
Non Kesehatan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna 
Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru 
Nomor 89 Tahun 2018? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 





a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyediaan tenaga kesehatan dan non 
kesehatan pos pelayanan terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan 
Binawidiya berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 
Tahun 2018. 
b. Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap pelaksanaan 
penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan pos pelayanan terpadu 
di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya berdasarkan Peraturan 
Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018. 
2. Manfaat Penelitian  
a. Secara Teoritis  
Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 
mengenai Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non 
Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan 
Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 
Tahun 2018 
b. Secara Akademis 
1) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan 
ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan 
2) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu 
karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan 
pos pelayanan kesehatan terpadu di Masjid Paripurna. 
3) Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum 




E. Metode Penelitian 
Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian 
ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan hukum 
sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survei langsung kelapangan 
untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang 
didapatkan langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan 
kajian pustaka untuk dijadikan data atau infomasi sebagai bahan dalam 
penulisan penelitian ini.
11
 Pendekatan Hukum sosiologis ini mengamati 
dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum 
dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat. 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu 
metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu 
kondisi dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian 
kalimat yang jelas dan rinci.
12
 
2. Lokasi Penelitian  
Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan dalam 
penelitian ini terletak di Kecamatan Binawidiya Kota Pekanbaru. Alasan 
penulis memilih lokasi ini karena adanya masalah pelaksanaan penyediaan 
tenaga kesehatan dan non kesehatan di pos pelayanan terpadu Masjid 
Paripurna. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah di jangkau oleh penulis 
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untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai permasalahan 
pelaksanaan penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan di Masjid 
Paripurna. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti 
berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.
13
 
Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan sampel penelitian 




Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili 




Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling  yang 
dianggap relevan dengan penelitian, purposive sampling yaitu penulis 
menentukan sendiri sampel yang penulis pandang cakap dan layak untuk 
memberikan data mengenai penelitian ini dengan pertimbangan tertentu 
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Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang 
diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat 
yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri 
atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan 
kunci untuk pengambilan sampel.
17
 
Adapaun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian 
adalah sebagai berikut: 






Kepala Masjid Paripurna di 
Kecamatan Binawidiya 
4 Masjid 4 Masjid 100% 
2 
Pegawai Bagian Kesejahteraan 
Rakyat Kota Pekanbaru 
1 Orang 1 Orang 100% 
3 
Pegawai Bagian Kesejahteraan 
Rakyat Kecamatan Binawidiya 
1 Orang 1 Orang 100% 
4 Pegawai Puskesmas Simpang Baru 1 Orang 1 Orang 100% 
 
4. Jenis dan Sumber Data 
Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah: 
a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 
objeknya. Sumber data perimer adalah sumber data yang langsung 
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memberikan data kepada pengumpul data.
18
 Dalam penelitian ini 
sumber data primer diperoleh langsung dari responden, wawancara dan 
kajian pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam 
penelitian ini. 
b. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan penulis guna 
mendukung data primer, ataupun data yang diperoleh secara tidak 
langsung yang berasal dari buku-buku literatur, surat kabar, majalah, 
hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang erat 
kaitannya dengan masalah yang diteliti.
19
 
5. Metode Pengumpulan Data 
Dalam melakukan penelitian, untuk memperoleh data-data yang 
diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara: 
a. Observasi 
Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 
gejalah-gejalah yang diselidiki.
20
 Jadi observasi adalah adalah metode 
pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan 
langsung kelapangan mengenai masalah yang diteliti. 
b. Wawancara  
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 
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muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 
keterangan-keterangan.
21
 Peneliti melakukan percakapan kepada 
narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan 
pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti. 
c. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah metode pengumpulan data yang 
digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dapat 
mendukung dan menguatkan penelitian yang penulis lakukan. Metode 
penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang 
mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. 
6. Metode Analisis Data 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yakni data yang 
penulis peroleh, lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan 
dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian 
dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, Undang-
Undang, dokumen dan data lainnya serta dengan membandingkan dengan 
pendapat para ahli. Setelah data berhasil dikumpulkan, diteliti mengenai 
kejelasannya, lalu data tersebut dianalisa dengan cara membandingkan 
data primer dengan data sekunder sehingga diperoleh hasil perbandingan 
antara teori dan praktik. Penarikan kesimpulan yang digunakan ialah 
penarikan kesimpulan induktif, yang sebagaimana penarikan kesimpulan 
induktif adalah penarikan kesimpulan yang bersifat khusus ke umum 
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berdasarkan data yang diamati dengan cara menyimpulkan kasus-kasus 
yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. 
F. Sistematika Penulisan  
Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai 
penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II  GAMBARAN  UMUM  LOKASI PENELITIAN 
Dalam pembahasan ini dipaparkan tentang: Sejarah, landasan 
terbentuknya, visI Misi, kondisi geografis, jumlah pegawai, 
jumlah penduduk, kondisi pendidikan, kondisi agama Kecamatan 
Tampan dan nama-nama Masjid Paripurna. Beserta juga dengan 
struktur dan pegawai lembaga-lembaga terkait. 
BAB III  TINJAUAN PUSTAKA 
 Dalam bab ini berisikan tentang: Pengertian, maksud dan tujuan, 
azas, visi misi, peran dan fungsi Masjid Paripurna, peraturan 
walikota Nomor 89 Tahun 2018, definisi pelaksanaan, teori 
pemerintah daerah, teori peraturan perundang-undangan tingkat 





BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Dalam bab ini akan di bahas tentang hasil penelitian dan 
pembahasan yang meliputi Pelaksanaan Penyediaan Tenaga 
Kesehatan dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu di Masjid 
Paripurna Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan 
Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018, serta faktor apa 
yang menghambat Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan 
dan Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu di Masjid Paripurna 
Kecamatan Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 











A. Sejarah Kecamatan Tampan 
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu 
kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang 
perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada 
tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah + 199.792 KM2. Terbentuknya 
Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa desa dan kecamatan dari 
Kabupaten Kampar yaitu Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa 
Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu, Desa Labuh Baru dari 
Kecamatan Siak Hulu dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.
22
 
Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 
03  Tahun 2003. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2005 pemerintah kota 
pekanbaru No. 03 Tahun 2003, yang sebagaimana wilayah Kecamatan 




a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota 
Pekanbaru). 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten 
Kampar). 
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 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tanayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan 




c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota 
Pekanbaru). 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung (Kabupaten 
Kampar). 
Wilayah Kecamatan Tampan  pada saat ini seluas 59,81 Km2 yang 
terdiri dari 4 Kelurahan Yaitu : 
a. Kelurahan Simpang Baru. 
b. Kelurahan Tuah Karya. 
c. Kelurahan Sidomulyo Barat. 
d. Kelurahan Delima.  
Pada tahun 2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Pembentukan Kecamatan, telah dilakukan pemekaran pada 
Kecamatan Tampan yakni terbagi menjadi 2 yakni, Kecamatan Tuah Madani 
dan Kecamatan Binawidiya. Kecamatan Binawidiya memiliki iklim yang 
tidak jauh berbeda pada umumnya yakni beriklim tropis. Akses menuju 
kantor kecamatan lebih kurang 1 km, dan akses menuju ke kota sangat dekat, 
karena Kecamatan Binawidiya berada tepat di pinggir pusat kota. 
Sejak terbentuknya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru hingga 
dilakukan pemekaran menjadi Kecamatan Binawidiya, sudah beberapa camat 
yang menjabat. Adapun nama camat-camat yang memimpin dari awal 
terbentuk hingga sekarang sebagai beirkut : 
1. Drs. R.  MARJOHAN 




2. Drs. SUDARYANTO 
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru periode : - 
3. Drs. ASMADI USMAN  
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru periode : - 
4. Drs. H. EDI SATRIA 
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru periode : Juni 2001 S/D 
Maret 2005 
5. H. ADI SUASKA, S.Sos  
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Maret 2005 s/d 
Oktober 2008.  
6. HUZAIMI IBRAHIM, S.Sos  
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Oktober 2008 s/d 
Desember 2009. 
7. WIRAHARYOKO, AP, M.Si  
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Desember 2009 s/d 
Januari 2011.  
8. BAHARUDDIN, S.Sos, M.Si  
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Januari 2011 s/d 
September 2011. 
9. RAMLI, S.Sos 
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : September 2011 





10. BAHARUDDIN, S.Sos, M.Si  
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Maret 2012 s/d 
Januari 2013. 
11. Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si  
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Januari 2013 s/d 
Maret 2014. 
12. CHAIRANI, SSTP, M.Si  
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Maret 2014 s/d 
April 2015. 
13. SYAMSUIR, S.Sos  
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : April 2015 s/d 
Februari 2016. 
14. NURHASMINSYAH, SSTP, M.Si  
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Februari 2016 s/d 
Januari 2019. 
15. Dra. Hj. LISWARTI  
Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Periode : Januari 2019 s/d 
April 2020. 
16. Abdul Barri, S.Ip  
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B. Landasan Terbentuknya Kecamatan Tampan 
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan PP.No.19 
Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan 
Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah + 199.792 
KM2.
25
 Pada Tahun 2021 Telah dilaksanakan Pemekaran pada Kecamatan 
Tampan menjadi 2 kecamatan baru yakni Kecamatan Tuah Madani dan 
Kecamatan Binawidiya. Landasannya tertuang dalam Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kecamatan.
26
 
C. Visi dan Misi Kecamatan Tampan 
Kecamatan Tampan kota Pekanbaru memiliki Visi dan Misinya 
tersendiri yang sebagai pedoman dalam menjalankan programnya. 
Adapun visi dan misi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah 
sebagai berikut: 
a. Visi  
Terwujudnya pekanbaru sebagai smart city yang madani. 
b. Misi  
1. Menjadikan kinerja pemerintah kecamatan yang baik dan 
bertanggung jawab serta profesional. 
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang efektif, cepat, tepat dan 
mudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
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3. Mewujudkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kecamatan. 
4. Mewujudkan masyarakat Tampan yang sejahtera berlandaskan iman 
dan taqwa. 




D. Kondisi Geografis Kecamatan Tampan 
Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota 
Pekanbaru, terdiri atas 131 RW dan 574 RT. Luas wilayah Kecamatan 
Tampan adalah 59,81 km2 dengan Jumlah Kelurahan kelurahan sebanyak 9 
Kelurahan sebelum adanya pemekaran menjadi kecamatan Binawidiya yaitu:  
1. Kelurahan Simpang Baru 
2. Kelurahan Sidomulyo Barat 
3. Kelurahan Tuah Karya 
4. Kelurahan Delima 
5. Kelurahan Tuah Madani 
6. Kelurahan Sialang Munggu 
7. Kelurahan Tobek Godang 
8. Kelurahan Bina Widya 
9. Kelurahan Air Putih  
Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan sebelum perubahan kecamatan 
Binawidiya  adalah:  
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Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai / Siak Hulu.  
Sebelah barat :berbatasan dengan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.  
Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki.  
Sebelah selatan :berbatasan dengan Kecamatan Tambang, Kabupaten 
Kampar. 
Setelah dilaksanakannya pemekaran Kecamatan Tampan, maka 
Kecamatan Binawidiya terdiri dari 5 Kelurahan, Yaitu: 
1. Simpang Baru 
2. Delima 
3. Tobek Godang 
4. Binawdiya 
5. Sungai Sibam 
PENJELASAN TEKNIS : 
1. Letak dan Luas : Kecamatan Tampan merupakan daerah bertopografi 
datar dengan letak geografis antara 0042‟ - 0050‟ Lintang Utara dan 
Antara 101035‟- 101043‟ Bujur Timur. 
2. Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu 
Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.NO.19 Tahun 1987, tentang 
perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada 
tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 km2. 
3. Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa Desa dan Kecamatan dari 




Desa Sidomulyo Barat , Desa Labuh Baru dan Desa Tampan dari 
Kecamatan Siak Hulu. 
4. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda NO. 
03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 2. 
Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur berbatasan 
dengan kecamatan marpoyan damai, sebelah barat berbatasan dengan 
Kabupaten Kampar, sebelah utara bebatasan dengan Kecamatan Payung 
Sekaki dan sebelah selatan bebatasan dengan Kabupaten Kampar. 
Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 
meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya 
meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap 
penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. 
Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang 
cukup luas, maka di bentuklah kelurahan baru dengan Perda Kota 
Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 9 kelurahan. 
5. Pada Tahun 2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 
Tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan Tampan dimekarkan 
menjadi 2 kecamatan baru yakni Kecamatan Tuah Madani dan Kecamatan 
Bindawidiya. 
6. Geologi  
Kecamatan Tampan keadaannya relatif daerah datar dengan: 




dengan jenis tanah Organosol dan Humus yang merupakan rawa-rawa 
















  Sumber : Ekspos Kecamatan Tampan Tahun 2020, Oleh. Liswarti 
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E. Jumlah Pegawai 
Sebelum terjadinya pemekaran pada Kecamatan Tampan, adapun 
jumlah keseluruhan pegawai dari kecamatan Tampan berjumlah 97 orang, 
yang terdiri dari laki-laki : 44 Orang, perempuan : 53 Orang. Jumlah ini 
berdasarkan dari keseluruhan pegawai yang terdapat di kecamatan dan 
seluruh kelurahan di Kecamatan Tampan kota pekanbaru sebelum terjadinya 
pemekaran menjadi Kecamatan Binawidiya. 
Table I. 1  
Jumlah Pegawai Kecamtan Tampan Dirinci Menurut Kelompok Jenis 
Kelamin Tahun 2020 
 
Instansi Laki-Laki Perempuan Total 
Kantor Camat Tampan 13 14 27 
Kantor Lurah Delima 2 5 7 
Kantor Lurah Simpang Baru 2 6 8 
Kantor Lurah Sidomulyo Barat 4 5 9 
Kantor Lurah Tuah Karya 4 4 8 
Kantor Lurah Tuah Madani 4 4 8 
Kantor Lurah Sialangmunggu 3 4 7 
Kantor Lurah Airputih 6 1 7 
Kantor Lurah Binawidiya 4 4 8 
Kantor Lurah Tobekgodang 2 6 8 
TOTAL 44 53 97 




F. Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 307.947 jiwa pada 
tahun 2018.  Angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen dari 
tahun 2017. Kepadatan penduduknya mencapai 4.811 jiwa/km2. Pada data 
terakhir, jumlah penduduk Kecamatan Tampan berjumlah 212. 813 jiwa. 
Table I. 2  
Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Dirinci Menurut Kelompok Jenis 














1 DELIMA 2877 6030 6642 12672 9 48 
2 TOBEK 
GODANG 
5670 13646 12531 26177 15 72 
3 SIMPANG 
BARU 
3011 9371 9233 18604 11 35 
4 BINAWID
YA 
5006 8960 9073 18033 9 29 
5 AIRPUTIH 4171 8488 7893 16381 10 60 
6 TUAHMA
DANI 
5930 12081 11820 23901 8 31 
7 TUAH 
KARYA 
7238 15122 14997 30119 19 85 
8 SIALANG
MUNGGU 




8950 14962 14486 29448 25 106 
TOTAL 52.797 107.382 105.431 212.813 137 591 





G. Kondisi Pendidikan 
Pendidikan merupakan usaha dasar manusia untuk mempersiapkan 
manusia mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam membentuk 
masa depannya.
29
 Maka pendidikan adalah hal yang paling penting bagi 
seluruh kalangan demi kesejahteraan dalam kehidupan.  Untuk melihat 
gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kecamatan Tampan 
dalam publikasi ini disajikan mengenai data pendidikan meliputi data TK, 




Table I. 3  
Jumlah Murid Sekolah Umum Menurut Kelurahan dan Tingkat Pendidikan 
di Kecamatan Tampan, 2017. 
No Kelurahan TK 
SD SMP 
Negeri Swasta Negeri Swasta 
1 Simpang Baru 62 172 568 - 322 
2 Sidomulyo Barat 224 2622 2345 - 550 
3 Tuah Karya 216 1730 1393 - 305 
4 Delima 218 739 1362 - 199 
5 Tuah Madani 54 2856 363 - 141 
6 Sialang Munggu 198 3342 840 151 213 
7 Tobek Godang 167 1361 694 1103 521 
8 Bina Widiya 123 668 1094 1602 504 
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9 Air Putih 136 1523 26 - - 
Jumlah 1398 15013 8685 2856 2755 
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 
Table I. 4  
Jumlah Murid Sekolah Umum Menurut Kelurahan dan Tingkat Pendidikan  




Negeri Swasta Negeri Swasta 
1 Simpang Baru - 21 - 72 192 
2 Sidomulyo Barat - 25 89 - 506 
3 Tuah Karya - 35 - 23 312 
4 Delima - - - 10 238 
5 Tuah Madani - - - 9 165 
6 Sialang Munggu 37 - 30 46 398 
7 Tobek Godang - 23 - 110 382 
8 Bina Widiya 76 10 - 37 391 
9 Air Putih - - - - - 
Jumlah 113 114 119 307 2587 





H. Kondisi Agama 
Kewajiban bagi setiap manusia baik itu beragama muslim atau non-
muslim hendaklah beribadah sesuai kepercayaanya. Jalan untuk mengetahui 
hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang diharamkan dalam agama adalah 
belajar ilmu agama secara talaqqi kepada ahlinya (ulama yang terpecaya dan 
memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga kepada Rasulillah).  
Bagi agama islam, islam dan iman ialah mengikrarkan (menyatakan) 
dengan lidah dan membenarkan dalam hati bahwa tiada Tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka tidak 
sempurnalah imannya seorang muslim kecuali dengan melaksanakan seluruh 
kewajiban dan menjauhi segala yang diharamkan.
31
 Atas dasar inilah, agama 
menjadi hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Data yang dikumpulkan 
dari Kementrian Agama menunjukan bahwa pada Tahun 2018 di Kecamatan 
Tampan terdapat 326 tempat Ibadah, baik itu masjid, surau/Mushalla, gereja 
dan Vihara/Klenteng. 
I. Masjid Paripurna Kecamatan Tampan 
Masjid Paripurna adalah masjid yang dijadikan tempat ibadah, selain 
sebagai tempat ibadah Masjid Paripurna juga dikelolah oleh pemerintah kota 
pekanbaru, baik program-programnya yakni Ri‟yah, Imarah dan Idarah dan 
juga program sosial lainnya. Sebelum adanya pemekaran Kecamatan Tampan 
Jumlah Masjid Paripurna Kecamatan Tampan Terdiri dari : 
1. Masjid Nurul Hidayah, Kelurahan Binawidya, 
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Alamat :Jl. Kayu Ulin.  
2. Masjid Darul Ikhsan, Kelurahan Delima,  
Alamat : Jl. Flamboyan Iv 
3. Masjid Al Huda, Kelurahan Tobek Godang,  
Alamat : Jl. Hr. Soebrantas. 
4. Masjid Al-Firdaus, Kelurahan Sialang Munggu,  
Alamat : Jl. Cipta Karya. 
5. Masjid Nurul Ikhsan, Kelurahan Tuah Madani, 
Alamat : Jl. Hr. Soebrantas. 
6. Masjid Al-Mukminin, Kelurahan Simpang Baru,  
Alamat : Jl. Kutilang Sakti.  
7. Masjid Al-Ukhuwah, Kelurahan Air Putih,  
Alamat : Jl. Garuda Sakti. 
8. Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Sidomulyo Barat,  
Alamat : Jl. Muhajirin Perum Purna Griya. 
9. Masjid Al-Ma'ruf , Kelurahan Tuah Karya,  
Alamat : Jalan Suka Karya. 
Setelah Kecamatan Tampan terjadi pemekaran maka Masjid Paripurna 
dibagi setiap per-kecamatannya. Pada Kecamatan Binawidiya jumlah Masjid 
Paripurna untuk saat ini hanya terdata 4 Masjid Paripurna, yaitu : 
1. Masjid Al-Mukminin, Kelurahan Simpang Baru 
Alamat : Jl. Kutilang Sakti 




Alamat : Jl. Hr. Soebrantas. 
3. Masjid Darul Ikhsan, Kelurahan Delima,  
Alamat : Jl. Flamboyan Iv 
4. Masjid- Az-Zikra, Kelurahan Sungai Sibam 
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 Yese poita indri putri, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan 






A. Pengertian Masjid Paripurna 
Umat Islam atau masyarakat Islam adalah sekumpulan orang-orang 
Islam yang hidup dalam suatu jamaah pada suatu daerah tertentu, mereka 
beribadah mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari seoptimal 
mungkin. Semua kegiatan umat terpusat di masjid dengan imam sebagai 
manajer yang efektif dari setiap masjid. Masjid mempunyai daerah 
pembinaan yang tertentu dan pembinaan diberikan dengan maksimal kepada 
masyarakat sekelilingnya yang menjadi jamaah tetap pada masjid tersebut.
33
 
Pelayanan bagi jamaah tidak tetap dapat diberikan dalam bentuk 
pemberian informasi atau bantuan yang sifatnya bantuan darurat (emergency) 
atau bantuan lain yang sesuai dengan fungsi masjid sebagai tempat beribadah 
dalam arti luas.
34
 Masjid sebagai tempat melaksanakan ibadah secara 
berjamaah memiliki nilai tersendiri. Shalat berjamaah termasuk salah satu 
keistimewaan yang diberikan dan disyariatkan secara khusus bagi umat islam. 
Shalat berjamaah mengandung nilai nilai pembiasaan diri untuk patuh, 
bersabar, berani, dan tertib aturan, di samping nilai sosial untuk menyatukan 
hati dan menguatkan ikatan.
35
 
                                                             
33
 Supardi dan Teuku Amiruddin, Manajemen Masjid Dalam Pembanguann 




 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih 




Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang 
dipergunakan untuk ibadah mahdhah (khusus) maupun ibadah ghairu 
mahdhah (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan 
prasarana dalam kegiatan bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah serta dikelola 




Masjid Paripurna ditetapkan oleh keputusan Walikota dengan 
menimbang dan dan memperhatikan rekomendasi tim seleksi penetapan 
Masjid Paripurna. Status Masjid Paripurna tersebut ditentukan oleh ada atau 
tidaknya aktivitas Imarah, idarah dan Ri‟ayah yang meliputi berbagai hal 
seperti adanya pengurus dan jama‟ah yang aktif, kemudian menjalankan 
program Masjid Paripurna salah satunya ialah pos pelayanan kesehatan 
terpadu yang harus terdapat tenaga kesehatan dan non kesehatan. Masih 
banyak terdapat Masjid Paripurna yang belum menjalankan programnya 
sebagaimana terdapat dalam aturan Walikota. 
B. Maksud dan Tujuan Masjid Paripurna 
Adapun maksud dan tujuan Masjid Paripurna adalah : 
1. Maksud pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna adalah dalam 
rangka optimalisasi fungsi masjid di bidang Idarah, Imarah dan Ri‟yah 
melalui pengelolaan manajemen secara professional. 
2. Adapun Tujuan Masjid Paripurna : 
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 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid 




a. Mewujudkan masyarakat madani sebagai amanat yang tertuang dalam 
Visi Kota Pekanbaru 2021 dan Visi  Antara Walikota terpilih 2012-
2017 yang tertuang di dalam RPJD dan RPJMD Kota Pekanbaru. 
b. Menjadikan Masjid Paripurna sebagai program strategis pemerintah 
dan implementasi tugas pemerintah dalam melayani, membina dan 
memberdayakan masyarakat. 
c. Menjadikan Masjid Paripurna sebagai pusat pembinaan dan 
peningkatan iman dan taqwa serta pengembangan ilmu dan 
pengamalan Akhlak Al Karimah dalam mewujudkan Pekanbaru 
sebagai kota Metropolitan yang Madani.
37
 
C. Azaz dan Visi Misi Masjid Paripurna 
1. Azas Masjid Paripurna  
Masjid Paripurna Kota Pekanbaru berasaskan islam yang berpedoman 
kepada Al-qur‟an dan As-Sunnah . 
2. Visi Masjid Paripurna  
Terwujudnya Masjid Paripurna sebagai pusat pembinaan masyarakat 
menuju negeri yang baldatun thayyubatun wa rabbun Ghafur tahun 2021. 
3. Misi Masjid Paripurna 
a. Melaksanakan pembinaan terhadap pengolahan manajemen Masjid 
Paripurna secara profesional. 
b. Memakmurkan Masjid Paripurna melalui peningkatan kegiatan 
bidang idarah, imarah dan ri‟ayah 
                                                             
37




c. Melaksanakan kegiatan ibadah ( mahdhah dan ghairu mahdhah) 
Dakwah, zikir, dan ta‟lim rutin terjadwal. 
d. Melaksanakan program pembinaan ilmu, akhlak dan etika.  
e. Melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan 
agama dan keterampilan. 
f. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan 
sosial melalui pendekatan ekonomi sosial dan budaya. 
D. Peran dan Fungsi Masjid Paripurna 
Secara umum masjid memiliki peran sebagai pusat pembinaan umat, 
didalam masjid orang mengajarkan kepada umat Islam tentang segala 
kewajibannya yang harus ditunaikan di dunia dengan menyampaikan berita 
gembira (Basyiran) dan menyampaikan berita duka (Naziran).
38
 Contohnya 
ialah seperti organisasi dan juga pelatihan-pelatihan training mubhaligh, qirat 
dan lain-lain. 
Setiap Masjid Paripurna memiliki peran dan fungsi sebagai tempat 
ibadah dan juga kegiatan lainnya. Masjid Paripurna melaksanakan program 
imarah yang bertujuan untuk meramaikan dan memakmurkan Masjid 
Paripurna. Program imarah ini sendiri terdiri dari Ibadah, Pendidikan, 
Da‟wah, Remaja Masjid, Pembinaan dan pelatihan, Kegiatan sosial dan 
kegiatan yang dapat menunjang kemakmuran jama‟ah dan masjid. 
Masjid Paripurna juga memiliki peran untuk memberikan pelayanan 
kesehatan bagi jama‟ah dan juga masyarakat sekelilingnya melalui dari 
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program Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Masjid Paripurna. Pos pelayanan 
kesehatan terpadu ini nantinya akan dijalankan oleh tenaga kesehatan dan non 
kesehatan sebagai upaya dalam menjaga kesehatan para jama‟ah dan 
masyarakat sekelilingnya.  
E. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang 
Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna 
Kota Pekanbaru 
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang 
Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota 
Pekanbaru merupakan bentuk usaha pemerintah kota Pekanbaru dalam 
memberikan fasilitas kesehatan yang dilaksanakan di Masjid Paripurna selain 
tempat ibadah. Sebagaimana visi dan misi Walikota Pekanbaru yakni ingin 
menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota Smart City Madani. 
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang 
Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota 
Pekanbaru ini hadir sebagai bentuk program dari adanya Masjid Paripurna Di 
Kota Pekanbaru. Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu yang selanjutnya disebut 
fasilitas pelayanan kesehatan, menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan 
berbasis masyarakat (UKBM) untuk mewujudkan masyarakat masjid yang 
memiliki perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, 
hidup dalam lingkungan sehat dan memiliki derajat kesehatan yang optimal 




Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pos 
Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru 
merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 
Masjid Paripurna, yang sekaligus merupakan program dari adanya Masjid 
Paripurna di Kota Pekanbaru. Peraturan Walikota ini telah ditetapkan oleh 
Walikota Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 2018 dan diundangkan oleh 
Sekretaris Daerah pada tanggal 28 Juni 2018. Dalam Peraturan Walikota ini 
terdiri dari VIII (delapan) Bab dan 24 pasal. 
Pembahasan yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 
89 Tahun 2018 ini adalah Ketentuan umum pos pelayanan kesehatan terpadu, 
prinsip penyelenggaraan, tugas, fungsi dan wewenang, persyaratan, 
penyelenggaraan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan. 
F. Definisi Pelaksanaan 
Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan 
atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang 
diharapkan.
39
 Wiestra, dkk mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai 
usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan 
kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi 
segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, 
dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
40
 
Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam 
proses administrasi. Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa 
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pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian 
kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka 
kebijakanitu diturunkan dalam suatu program proyek.
41
 Pelaksanaan dapat 
diartikan juga sebagai implementasi dan juga penerapan.  
Menurut Agustino, “Implementasi merupakan suatu proses yang 
dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau 
kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai 
dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.
42
 Secara etimologis 
implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian 
dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan peng-gunaan sarana (alat) untuk 
meperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan 
dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat 
diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan 




G. Teori Pemerintahan Daerah 
Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek 
struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai 
sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah 
organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar 
mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari 
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 Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, (Yogyakarta: Graham 
Ilmu, 2011), h.24. 
42
 Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van 
Horn,http//kertyawitaradya.wordpre ss, diakses 5 September 2010, h.139. 
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seseorang atau instansi suatu organisasi merupakan salah satu asas yang 
berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar 
kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja 




Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh DPRD dan 
kepala daerah dengan didasarkan tigas asas, yaitu asas desentralisasi, 
dekonsentrasi dan tugas pembantu. Asas desentralisasi adalah memberikan 
wewenang dari pemerintahan Negara kepada pemerintah local untuk 
mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya 
sendiri.
45
 Menurut Amrah Muslimin, Asas Dekonsentrasi ialah pelimpahan 
sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat 
yang ada di daerah.
46
 Asas tugas pembantu ialah tugas ikut melaksanakan 
urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah local yang berhak mengatur 
dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya.
47
 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
diartikan sebagai penyelenggaran urusan Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 




H. Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah 
Produk hukum tingkat daerah ialah peraturan perundang-undangan 
yang berada pada tingkat daerah. Pada tingkat daerah produk hukum terbagi 
menjadi beberapa yakni : 
1. Peraturan Daerah Provinsi  
2. Peraturan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi  
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
4. Peraturan Bupati atau Walikota/ Kepala Daerah Kabupaten/Kota 
Dari keempat produk hukum tingkat daerah ini memiliki kebijakan dan 
fungsi masing-masing sesuai tingkatannya. Adapun rincian produk hukum 
tingkat daerah ini adalah: 
1. Peraturan Daerah Provinsi 
Peraturan daerah provinsi adalah peraturan yang dibentuk oleh 
Gubernur/Kepala Daerah Provinsi bersama-sama dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dalam melaksanakan 
otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. 
2. Peraturan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi 
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Peraturan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi adalah peraturan 
perundang-undangan di Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan 
dari Peraturan Daerah Provinsi. 
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk 
oleh Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam 
melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, yaitu Bupati atau Walikota/Kepala Daerah 
Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 
4. Peraturan Bupati atau Walikota/ Kepala Daerah Kabupaten/Kota 
Peraturan Bupati atau Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota 
adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan 
pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
49
 
Sebagaimana dalam Pasal 2 huruf a dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah. Adapun beberapa jenis  Peraturan 
yaitu: 
1. Perda (Peraturan Daerah) 
2. Perkada (Peraturan Kepala Daerah) 
3. Peraturan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)  
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Dari ketiga produk hukum daerah inilah daerah mempunyai kekuatan 
hukum dalam tugas dan wewenangnya sebagai pemerintah daerah. 
I. Kesehatan Masyarakat 
1. Definisi kesehatan masyarakat 
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual 
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 
secara sosial dan ekonomis, definisi kesehatan ini tertuang dalam Pasal 1 
Butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.  
Ilmu kesehatan masyarakat adalah masyarakat ilmu atau seni yang 
bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang umur, dan 
meningkatkan efesiensi hidup masyarakat (fisik dan mental) secara 
berhasil guna melalui upaya pengorganisasian kelompok-kelompok 
masyarakat yang terkoordinasi dan memanfaatkan poteni di masyarakat 
untuk perbaikan kesehatan lingkungan, mencegah dan memberantas 
penyakit menular, infeksi dan melakukan pendidikan kesehatan 
(penyuluhan) tentang prinsip-prinsip kesehatan perorangan, 
pengorganisasian pengobatan, perawatan, diagnosa dini penyakit dan 
pencegahan, serta pengembangan gerakan sosial yang mendorong setiap 
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2. Prinsip Dasar Kesehatan Masyarakat 
Untuk melaksanakan suatu usaha kesehatan masyarakat perlu 
memperhatikan beberapa prinsip pokok sebagai berikut: 
a) Usaha kesehatan masyarakat lebih mengutamakan tindakan promotif 
dan preventif (pencegahan) dari pada kuratif (pengobatan). 
b) Dalam melaksanakan tindakan pencegahan (promotif dan preventif) 
selalu menggunakan cara-cara dengan biaya ringan dan rendah 
dengan mengharapkan hasil yang baik. 
c) Usaha kesehatan masyarakat berlandaskan dari masyarakat, untuk 
masyarakat dan oleh masyarakat atau menitik-beratkan pada 
masyarakat, baik sebagai pelaku (subyek) dan sasaran (obyek). 
d) Usaha kesehatan masyarakat selalu melibatkan masyarakat sebagai 
pelaku kegiatan masyarakat. 
e) Usaha-usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan harus diangkat 
dari masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat dan harus 
ditanggulangi. 
f) Sasaran yang diutamakan adalah masyarakat yang terorganisir. 




3. Pelayanan Kesehatan 
Pelayanan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi status 
kesehatan masyarakat karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat 
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menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap 
penyakit, pengobatan dan keperawatan serta kelompok dan masyarakat 
yang memerlukan pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas sangat 
dipengaruhi oleh lokasi, apakah terjangkau oleh masyarakat atau tidak, 
tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan, serta program pelayanan 
kesehatan itu sendiri apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang 
memerlukan atau tidak 
Pelayanan kesehatan disini adalah pelayanan kesehatan yang 
paripurna dan integrative antara promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitative. Semakin mudah diakses individu/masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan maka derajat kesehatan masyarakat akan semakin 
baik. Ada tidaknya fasilitas pelayanan kesehatan, keterjangkauan, 
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis memberikan 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pos 
Pelayanan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan Binawidiya  
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 
belum terlaksana dengan baik. Kurangnya partisipasi aktif oleh Masjid 
Paripurna yang berada di Kecamatan Binawidiya membuat program ini 
tidak terlaksana. Pengurus Masjid Paripurna sangat banyak yang tidak 
mengetahui peraturan walikota tersebut dikarenakan pemerintah belum 
memberikan sosialisasi terkait peraturan walikota. Dengan tidak adanya 
informasi tersebut pelaksanaan penyediaan tenaga kesehatan dan non 
kesehatan pos pelayanan kesehatan terpadu Masjid Paripurna tidak 
terlaksana dengan baik. 
2. Hambatan atau kendala Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan 
Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan 
Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 
2018 adalah kurangnya sosialisasi mengenai program pos pelayanan 
kesehatan terpadu Masjid Paripurna, pemerintah tidak menyiapkan 
sumber dana atau anggaran untuk setiap Masjid Paripurna untuk 




mampu melaksanakannya dan tidak tersedianya sarana dan prasarana di 
Masjid Paripurna baik fasilitas tempat, peralatan dan kebutuhan lainnya. 
B. Saran 
Untuk bisa diterapkan Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan 
Non Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu di Masjid Paripurna Kecamatan 
Binawidiya Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 
2018 setelah penulis melakukan penelitian maka penulis mencoba 
memberikan beberapa saran yaitu: 
1. Diharapkan kepada pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan 
perubahan atas Peraturan Walikota karena tidak menjelaskan secara rinci 
terkait anggaran dalam pelaksanaannya dan lebih responsif dan 
memberikan sosialisasi, sumber dana dan masukan kepada Masjid 
Paripurna, hal ini bisa dilihat dari koordinasi pemerintah dan pengurus 
Masjid Paripurna kurang adanya terjalin komunikasi yang baik, sehingga 
pelaksanaan peraturan walikota tersebut tidak terlaksana dengan baik. 
2. Bagi pengurus Masjid Paripurna hendaknya dapat mengerti dan 
memahami untuk melaksanakan penyediaan tenaga kesehatan dan non 
kesehatan pos pelayanan kesehatan terpadu Masjid Paripurna untuk 
kepentingan masyarakat dan jamaah serta untuk mewujudkan kota 
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Wawancara dengan Kepala Subbagian Binamental dan Spiritual Kesejahteraan 

































































Wawancara dengan Kepala Pengurus Masjid Paripurna Darul Ihsan  






















































Wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Puskesmas Simpang 







Transkip Wawancara Kepala Subbagian Binamental dan Spiritual  
Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru: 
 
1. Apakah Dasar dibentuknya Perwako Nomor  89 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna 
2. Apakah Tujuan dari Perwako Nomor  89 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 
Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna? 
3. Siapakah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tenaga kesehatan di 
Masjid Paripurna? 
4. Bagaimana prosedur Masjid Paripurna dalam membentuk Pos Pelayanan 
Kesehatan Terpadu? 
5. Bagaimana Sumber dana dalam penyediaan Pos Pelayanan Kesehatan 
Terpadu Masjid Paripurna?  
6. Apakah Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Perwako Nomor  
89 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di 
Masjid Paripurna? 
7. Apa Harapan dari pemerintah dengan adanya Perwako Nomor  89 Tahun 









Transkip Wawancara Kepala Pengurus Masjid Paripurna Di Kecamatan 
Binawidiya : 
1. Apakah Anda mengetahui Perwako nomor  89 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna? 
2. Apakah Pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai Perwako Nomor  
89 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di 
Masjid Paripurna?  
3. Apakah masjid paripurna ini terdapat pos pelayanan kesehatan? 
4. Apakah terdapat tenaga kesehatan dalam menjalaan pos pelayanan 
kesehatan? 
5. Apakah pengurus Masjid Paripurna telah melakukan kerjasama degan 
pihak puskesmas dalam penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan 
pos pelayanan kesehatan terpadu Masjid Paripurna? 
6. Apakah ada anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program ini? 
7. Apa hambatan dari pelaksanaan Perwako Nomor  89 Tahun 2018 tentang 









Transkip Wawancara Kepala Bidang Kesehatan dan Lingkungan Puskesmas 
Simpang Baru : 
 
1. Apakah Anda mengetahui Perwako nomor  89 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna? 
2. Apakah peran puskesmas dalam menjalankan program pos pelayanan 
kesehatan terpadu masjid paripurna? 
3. Apakah Pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai Perwako Nomor  
89 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di 
Masjid Paripurna?  
4. Apakah masjid paripurna di kecamatan binawidiya sudah mengusulkan 
kebutuhan sumber daya pos pelayanan kesehatan terpadu? 
5. Apa hambatan dari Puskesmas dalam memberikan kebutuhan sumber daya 
pos pelayanan kesehatan terpadu di Masjid Paripurna? 
6. Apakah masa covid-19  puskesmas mengadakan kerjasama bersama 
Masjid Paripurna untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Masjid 
Paripurna? 
7. Apakah puskesmas pernah mengadakan kerjasama bersama Masjid 
Paripurna untuk melaksanakan program pos pelayanan kesehatan terpadu 
Masjid Paripurna? 
 
 








 
